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Abstrak
 

Penyelesaian perkara tindak pidana khusus narkotika seharusnya dapat diselesaikan secara lebih efektif dan

efisien, dengan menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaiaan perkara

secara lambat menimbulkan masalah lain, seperti berupa penumpukan perkara. Indonesia telah mencoba

beberapa sistem untuk menerapkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan efisien, seperti

whistleblower dan justice collabolator, namun pelaksanaan sistem tersebut belum mampu mengatasi

permasalahan penumpukan perkara. Rancangan KUHAP mencoba menggabungkan nilai-nilai hukum yang

terdapat dalam sistem hukum Civil Law dan sistem hukum Common Law, dengan tujuan meningkatkan

efektivitas hukum acara pidana dan mewujudkan suatu peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan

serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam peradilan pidana. Salah satu hal yang

diambil dari sistem hukum Common Law adalah konsep pengakuan bersalah (plea of guilty) yang dikenal

dengan lembaga Plea Bargaining. Plea Bargaining yang dimaksud ialah sebuah proses penyelesaian perkara

yang lebih cepat dan efisien, berupa pembelaan pengakuan bersalah atau tidak ada kontes (nolo contendere).

Jalur khusus mengadopsi nilai-nilai yang ada di plea bargaining, walaupun tetap terdapat perbedaan-

perbedaan yang dengan jelas memisahkan kedua konsep tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa

Jalur Khusus yang ada di KUHAP masih memiliki beberapa permasalahan, seperti pengaturan yang di

RKUHAP untuk mengatur jalur khusus kuranglah terperinci. Dalam RKUHAP, jalur khusus hanya diatur

dalam satu pasal, yaitu pasal 199 RKUHAP. Dengan kurangnya pengaturan terhadap jalur khusus, dapat

mengakibatkan kemungkinan terdapat tahapan yang terlewatkan dan terdapat pelanggaran hak asasi dalam

proses pidana tersebut.

......The settlement of cases of narcotics crimes should be resolved more effectively and efficiently, by

upholding the principles of quick, simple and low cost trial. The slow settlement of cases creates other

problems, such as a backlog of cases. Indonesia has tried several systems to implement a more effective and

efficient criminal justice system, such as whistleblowers and justice collectors, but the implementation of

these systems has not been able to solve the problem of case accumulation. The draft Criminal Procedure

Code (RKUHAP) tries to combine legal values contained in the Civil Law legal system and the Common

Law legal system, with the aim of increasing the effectiveness of criminal procedure law and creating a trial

that is fast, simple and low cost and protects the rights and obligations of the parties involved in criminal

justice. One of the things taken from the Common Law legal system is the concept of plea of guilty, known

as the Plea Bargaining institution. Plea Bargaining in question is a process of solving cases that is faster and

more efficient, in the form of plea plea guilt or no contest (nolo contendere). Jalur Khusus adopts the values
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that exist in the plea bargaining, although there are still differences that clearly separate the two concepts.

The results of this study found that the Jalur Khusus in the Criminal Procedure Code still has several

problems, such as the arrangement in the RKUHAP to regulate Jalur Khusus is less detailed. In the

RKUHAP, Jalur Khusus is only regulated in one article, namely article 199 RKUHAP. With the lack of

regulation on special routes, it can result in the possibility of missed stages and human rights violations in

the criminal process.


